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ABSTRAK :              - Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf b yang menyatakan untuk 

mengusulkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota 

dan calon Wakil Walikota, Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk 

yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima 

puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh 

suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di Kabupaten/ 

Kota tersebut, perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk 

mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kubu Raya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 

 

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 

Ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang  Pembentukan 

Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 101); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 



dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

345); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 151 Tahun 

2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kubu 

Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 402 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 403 Tahun 2024 tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kubu Raya Tahun 2024. 

 

 

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 

618 Tahun 2024 ini diatur tentang : 

1. Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan 

Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 



2024, paling sedikit memeroleh 8,5% (delapan setengah persen) dari 

366.200 (tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus) suara sah yaitu 

sebanyak 31.127 (tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh) suara; 

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 612 Tahun 2024 

tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi 

Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Terakhir sebagai Syarat 

Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

untuk  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024. 

 

 

CATATAN :         

 

- 

 

- 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 24 Agustus 

2024. 

Lampiran 0 halaman. 

 

 


